
I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pemben.tukan 
Kota Cimahi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); • 

a bahwa dalam rangka pendampingan Program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) sumber dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, 
clan Pasal 112 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu 
dukungan Pemb:iayaan dalarn bentuk Bantuan Biaya 
Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Cimahi yang diwujudkan dalam 
program/kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota 
Cimahi; 

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Kota Cimahi pada jenjang 
Pendidikan Dasar di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, 
dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, 
maka perlu diatur mengenai pengelolaan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Kota Cimahi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota; 

WALi KOTA CJMABI, 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 
BAliTUAN OPERASIONAL SEKOLAB JENJ.ABG PENDIDIKAN DASAR 
SUltlBER DANA ANGGARAN PERDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 

KOTACIMAHI 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
liOMOR ~ 1.. TAHUN 2017 

DERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR .3g,D TAHUN 2017 



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tndonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten.tang 
Standar Nasional Pendiclikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 20.15 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tent.ang Perubahan Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tent.ang Pengelolaan 
Ba.rang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lemba:ran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4855); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib , 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 1 



,/ 

22. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 
tenta.ng Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Ba.rat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43); 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 ' 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179); 

21. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tabun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 
Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 
Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 
Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya 
Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 
Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan; 

18. Pe.raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 
Tahun 2016 ten tang Komite Sekolah; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 
Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan clan 
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 
Bantuan Operasional Sekolah; 



I 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirnahi. 
2. Pemerintah Daerah Kota. adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahl. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Cima.hi. 

7. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran 
honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan 
kegiatan sekolah, 

8. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pengeluaran 
pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

9. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk 
pengeluaran pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset 
tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 
(dua belas] bulan. 

10. Pelayanan dasar kepada rnasyarakat adalah fungsi 
pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan 
kebutuhan dasar masyaraka.t untuk meningkatkan taraf 
kesejahteraan rakyat. 

11. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya , 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

, __ 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG 
PENDIDIKAN DASAR SUMBER DANA ANGGARAN 
PEifDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Memperhatikan Surat Edaran Menteti Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang 
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan 
Penatausahaan Serta Pertanggu.ngjawaban Dana Bantuan 
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang 
Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi 
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207}; 



12. Belanja yang bersifat mendesak adalah belanja untuk 
program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah clan Masyarakat. 

13. Sekolah adalah satuan pendidikan formal penyelenggara 
pendidikan umum dalam binaan Dinas Pendidikan Kota 
Cimahi yang terdiri atas Sekolah Dasar yang selanjutnya 
disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang 
selanjutnya disingkat SMP. 

14. Madrasah adalah satuan pendidikan formal penyelenggara 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam 
binaan Kantor Kernenterian Agama Kota Cimahi yang terdiri 
atas Madrasah lbtidaiyah yang selanjutnya disingkat Ml dan 
Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs. 

15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah 
satuan pendidikan formal penyelenggara pendidikan khusus 
dan pendidikan Jayanan khusus jenjang Pendidikan Dasar 
dalam binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang 
berada di wilayah Kota Cimahi selanjutnya disingkat SDLB 
untuk siswa setara SD, dan SMPLB untuk siswa setara SMP. 

16. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan formal yang 
diselenggarakan o1eh Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

17. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan formal yang 
diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau yang 
diselenggarakan oleh pemerintah diluar Pemerintah Daerah 
Kota Cimahi yang terdiri dari Seknlah, Madrasah, Sekolah 
Luar Biasa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Pondok 
Pesantren. 

18. Peserta Didik, Warga Belajar dan Santri yang selanjutnya 
disebut Siswa adalah · warga masyarakat yang sedang 
mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau 
non formal yang merupak.an sasaran program wajib belajar. 

19. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang 
selanjutnya disebut Dapodikd.asmen adalah suatu sistem 
pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta 
didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi 
pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan 
dasar dan menenga h yang terus menerus diperbaharui 
secara online. 

20. Education Management Information System yang se]anjutnya 
disebut EMIS adalah system pendataan berbasis madrasah 
yang dibangun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 

21. Jumlah siswa riil adalah jumlah daftar nama siswa yang 
tercatat pada Dapodikdasmen dan EMIS. 

22. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya 
disingkat RKAS adalah Rencana Anggaran Kegiatan yang 
disusun oleh Sekolah mengacu kepada ketentuan peraturan ' 
perundang-undangan. 



Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah Petunjuk , 
Pelaksanaan BOS Kota Cimahi sumber dana APBD Kota Cima.Ip 
yang meliputi = n Ii. , t 

Pasal 4 

BABm 
RUANO LINGKUP 

Tujuan Peraturan Wa1i Kota adalah : 

1. mengupayakan pemerataan pendidikan yang bermutu bagi 
setiap masyarakat tanpa diskriminasi; 

2. memberikan layanan perluasan akses dan kemudahan 
biaya pendidikan yang terjangkau bagi rnasyarakat; 

3. menjamin berlangsungnya proses pendiclikan untuk 
berkem bangnya potensi peserta didik di Kota Cimahi; dan 

4. kepastian hukum dalam pelaksanaan BOS Kota Cimahi. 

, Pasal 3 

(1) Maksud digulirkannya BOS Kota Cimahi adalah sebagai 
penguat BOS Pusat untuk meringankan beban masyarakat 
terhadap pembiayaan operasional satuan pendidikan dalam 
rangka melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar yang 
bennutu di Kota Cimahi. 

(2) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai prosedur dan 
mekanisme pelaksanaan program BOS Kota Cimahi yang 
harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan, 
kecukupan, dan keberlanjutan disesuaikan dengan 
kemampuan Daerah Kota Cimahi. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAX TUJUAN 

~ an Operas1ona1 e o yang se an.ju ya ism at 
BOS adalah Program Pemerintah Pusat yang pada dasamya 
adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi bagi 
satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai 
pelaksana program wajib be]ajar yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

24. Bantu.an Operasional Sekolah Kota Cimahi yang selanjutnya 
disingkat BOS Kota Cimahi adalah BOS Daerah yang 
bersumber dari APBD Kota Cimahi sebagai penguat BOS 
Pusat untuk terjaminnya kelangsungan pernenuban 
pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam upaya 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang penyediaan 
dananya bersifat wajib dan mendesak. 

25. Partisipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan, 
dan kepedulian masyarakat dan/ atau orang tua peserta didik 
yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan 
pendidikan yang bersifat sukarela. 
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sekolah negeri dapat menerima sumbangan dari 
masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu 
untuk memenuhi biaya peningkatan mutu pendidikan 
baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat 
sukarela, tidak memaksa, tidak: mengikat, dan tidak 
ditentukan jumlah maupun jangka waktu 
pemberiannya; 

d. 

( 1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan 

sudah terdata dalam sistem Dapodikdasmen untuk 
SD/SMP/SLB; 

b. memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan sudah 
terdata dalam sistem EMIS untuk MI dan MTs; 

c. semua SD/ Ml, SMP / MTs dan SLB Negeri dilarang 
melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa; 

Pasal 7 

Untuk satuan pendidikan swasta berhak menolak sehagai 
penerima dana BOS Kota Cimahi, climana penolakan tersebut 
harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui 
Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan 
peserta didik miskin di sekolah tersebut. 

Pasal 6 

(1) Sasaran BOS Kota Cimahi diberikan kepada satuan 
pendidikan jenjang Pendidikan Dasar baik negeri maupun 
swasta penyelenggara penclidikan formal yang berada di 
wilayah Kota Cimahi. 

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
terdiri dari : 
a. SD/MI; 

b. SMP/MTs; dan 
c. SLB. 

(3} Satuan pendidikan sebagaimana climaksud pada ayat { 1) 
wajib menerima BOS Kota Cimahi. 

Pasa.15 

BABIV 
SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BOS KOTA CIMAHI 

a. besaran BOS Kota Cimahi; 
b. sasaran penerima; 
c. tim pelaksana; 
d. komponen penggunaan; 
e. prosedur pelaksanaan; 
f. pelaporan; dan 
g. monitoring dan evaluasi. 
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(3) Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 siswa dan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diverifikasi oleh 
Dinas Pendidikan. 

{4) Sekolah penerima BOS Kota Cima.hi ditetapkan oleh Wali 
Kota. 

(2) Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah 
ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa 
komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah 
peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah 
dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut : 
a. Sekolah dengan jumlah peserta didik lebih besar dari 

60 siswa, maka BOS yang diterima oleh sekolah, 
dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. 

b. Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 
siswa, maka pemberian dana BOS Kota Cirnahi 
dihitung berdasarkan : 
1. jumlah peserta didik; atau 
2. sebanyak 60 siswa. 

27.000,-/siswa/tabun 
110.500,-/ siswa/ta.hun 

SD/MI/SDLB : Rp 
SMP/MTs/SMPLB : Rp 

a. 
b. 

( 1) Besaran BOS Kota Cimahi adalah : 

Pasal 8 

BABV 

BES.ARAN BOS KOTA CIMAHI 

e. sekolah swasta, yang mendapatkan bantuan 
pemerintah dan/ atau pemerintah daerah pada tahun 
ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan dari 
orang tua/wali peserta didik yang digunakan hanya 
untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya 
peningkatan mutu pendidikan dengan mengikuti 
prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas; 

(2) Semua sekolah yang menerima BOS Kota Cimahi harus 
mengikuti Juklak BOS Kota Cimahi yang telah diatur oleh 
Pemerintah Daerah. 

(3) Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengendalikan dan 
mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta 
dan sum bangan yang diterima oleh sekolah negeri. 

(4) Wali Kota dapat membatalkan pungutan dan/atau 
sumbangan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan dinilai meresahkan masyarakat. 



(1) Pelaksanaan BOS Kota. Cimahi di tingkat Kota Cimahi 
dilaksanakan oleh Tim BOS Kot:a Cimahi yang ditetapkan 
oleh Wali Kota. 

(2) Pelaksanaan BOS Kota Cimahi di tingkat Satuan Pendidikan 
dilaksanakan oleh Tim BOS Sekolah yang ditetapkan oleh 
Kepa1a Sekolah. 

(3) Tugas dan kewenangan Tim BOS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Larnpiran III , 
Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 11 

BAB VII 

ORGANISASJ PELAKSANA 

Dana BOS Kota Cimahi yang diterima oleh sekolah/madrasah 
tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagaimana tercantum 
dalarn Lampiran H Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 10 

(]) BOS Kota Cimahi dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
operasional sekolah yang terdiri dari Belanja Pegawai clan 
Belanja Barang dan Jasa dengan rincian komponen 
pembiayaan BOS Kota Cimahi sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I Peraturan W ali Kota ini. 

(2) BOS Kota Cimahi adalah sebagai penguat BOS Pusat dalarn 
hal Peningkatan profesionalisme Guru dan Tenaga 
Kependiclikan. 
a. pemberian tambahan honorarium bulanan; 
b. pemberia.n tambahan honorarium bagi Guru dan/ atau 

Tenaga Kependidikan yang cliberi tugas tambahan. 

(3} Pemberian tambahan honorarium bulanan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukan bagi Guru 
Honorer dan/atau Tenaga Kependidikan Honorer. 

(4) Tugas tambahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b adalah sebagai Tim BOS Tingkat Sekolah, Wali Kelas, 
Tenaga Perpustakaan, Pembina OSJS, Pembina 
Ekstrakurikuler, Inst.ruktur /Pelatih Kegiatan Kesiswaan 
Lainnya atau Operator Sekolah. 

(5) Besa.ran belanja berdasarkan standar biaya belanja pegawai 
dan standar harga belanja barang/jasa yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Cimahi. 

Pasal 9 

BABVI 

KOMPONEN PEMBIAYAAN 



• 

(1) Tahapan pendataan merupakan langkah awal penting 
untuk proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS 
Kota Cimahi. 

(2) Untuk menjamin agar memperoleh data yang akurat dan 
selalu ter-update, maka pendataan dilaksanakan oleh 
masing-masing sekolah melalui Aplikasi Data Pokok 
Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 
{Dapodikdasmen) yang dikembangkan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD dan SMP. 

(3) Sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kota 
Cimahi rnengenai operasional penggunaan aplikasi 
pendataan dan memastikan data yang di-input sudah 
masuk ke dalam server Dapodikdasmen. 

(4) Tim BOS Kota Cirnahi bertanggung jawab t.erhadap proses 
pendataa.n bagi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana , 
dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan 
melakukan pendataan sendiri, 

' Pasal 13 

( 1) Penganggaran alokasi dana BOS Kota Cirnahi didasarkan 
pada alokasi penyaluran final dana BOS Pusat Triwulan IV 
tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Mekanisme penganggaran dana BOS Kota Cimahi untuk 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi sebagai berikut : 
a. Kepala satuan pendidikan negeri menyusun Rencana 

Kegiatan d.an Anggaran Sekolah yang selanjutnya 
disebut RKAS Dana BOS Kota Cimahi yang memuat 
rencana belanja Dana BOS Kota Cimahi dengan 
berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BOS Kota 
Cimahi. 

b. Kepala satuan pendidikan negeri menyampaikan RKAS 
BOS Kota Cimahi scbagaimana dimaksud pada ayat 
(2.a.) pasal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Cimahi rnelalui Tim BOS Kota Cimahi. 

c. Berdasarkan RKAS BOS Kota Cimahi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2.b.) pasal ini, Dinas Pendidikan 
Kot.a Cimahi menyusun Rencana Kerja Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang 
memuat Rencana Belanja Dana BOS Kota Cimahi. 

d. BOS Kota Cimahi untuk satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi 
dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah {DPA-SKPD) Dinas 
Pendidikan Kota Cimahi melalui Kegiatan Penyediaan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Pasal 12 

BABVIII 

PROSEDURPELAKSANAAN 



{1) Pengelolaan BOS Kota Cimahi untuk satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolan keuangan daerah dan pengelolaan barang 
milik daerah. 

(2) Pengelolaan BOS Kota Cimahi untuk satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat atau satuan 
pendidikan diselenggarakan oleh selain Pemerintah Daerah 
Kota Cimahi yang berada di wilayah Kota Cimahi 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan ... 
tentang pengelolaan hibah. 

Pasal 17 

BABIX 
PENGELOLAAN BOS KOTA CIMA.HI 

Penyaluran dana BOS Kota Cimahi berdasarkan alokasi 
sebagaimana dimaksud pasal 12 dilakukan 1 (sa.tu) kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran betdasarkan penjumlahan penetapan 
perhitungan alokasi setiap'triwulan, 

Pasal 16 

(1) Alokasi dana BOS Kota Cimahi pada masing-masing sekolah 
untuk keperluan penyaluran dana BOS Kota Cimahi 
ditetapkan oleh Wali Kota setiap periode triwulan pada 
tahun anggaran berkenaan. 

(2} Periode triwulan sebagaimana dirnaksud ayat ( 1) adalah : 
a. iriwulan I yang meliputi bulan Januari, Februari, 

Maret; 
b. Triwulan II yang meliputi bulan April, Mei, Juni; 

c. Triwulan Ill yang meliputi bulan Juli, Agustus, 
September; 

d. Triwulan IV yang meliputi bulan Oktober, November, 
Desember. 

Pasal 15 

(1} Tim BOS Kota Cimahi membuat usulan alokasi BOS Kota 
Cimahi untuk masing-masing sekolah setiap triwulan 
berdasarkan data jumlah siswa dari perhitungan alokasi 
final penyaluran BOS sumber dana APBN triwulan 
berkenaan. 

(2) Tim BOS Kota Cimahi menyampaikan daftar satuan 
pendidikan dan alokasi BOS Kota Cimahi setiap triwulan 
kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk 
diusulkan kepada Wali Kota Cimahi. 

Pasal 14 



Pada sa.at Peratuan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wall Kata 
Cimahi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Cimahi dan Beasiswa 
Transisi pada jenjang Pendidikan Dasar di Kota Cimahi Tahun 
2016 (Berita. Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 3021, 
dicabut dan dinyata.kan tidak berlaku. 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh 
Keputusan Wali Kata. 

Pasal 20 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pengelolaan BOS melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 17 ayat ,<2) wajib melaporkan pertanggungjawaban BOS 
Kota Cimahi kepada Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hibah. 

Pasal 19 

BABX 

PELAPOR.Ali 

( 1) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 
ayat (2) dilaksanakan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota 
Cimahi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
pada: 
a. Aplikasi Data Pokok Pendidikan jenjang Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen); 
b. Aplikasi Education Management Information System 

(EMIS). 
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

perhitungan jumlab siswa dan besaran BOS Kota Cimahi 

Pasal 18 



BERITA DAERAH KOTA CJMAHI TAHUN 2017 NOMOR z.go 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal 20 Nove:t'Yl\;ie., ~'7 
~-- 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

WALi KOTA CIMAHI, 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal zo ~o\/em'olic- '20\1 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota Cimahi ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Cimahi. 

Peraturan Wali Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 22 



7. Penyusunan Laporan - ATK, Penggandaan, Penjilidan dan Materai 
BOS Kota Cimahi 

6. 
-·- 

- Bantuan siswa miskin bagi siswa yang berasal dari 
Kota Cima.hi 

Rintisan program 
wajib belajar 12 tahun 

Pendidikan Khusus 5. 
~~~~~~~----~~ 

- Penyelenggaraan pendidikan inklusi 

I - Penyelenggaraan pendidikan akselerasi 

4. Pengembangan 
Kompetensi dan 
Profesionalisme 

I 
Pendidik dan 
Tenaga I Kependidikan 

- 2. Penguatan 
BOS Pusat 

-~---l-~~~~~~~~~-+-~ --~~~~~~~~- 
- Penyelenggaraan ln House Training yang terkait 

langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan 
tenaga kependidikan. 

- Pemberian tambahan honorarium bulanan bagi 
kesejahteraan guru honorer (GTT) yang mengajar 
minimal 12 jamj'minggu dan tenaga administrasi 
honorer (P'IT) yang bekerja minimal 5 hari 
kerja/minggu. 

- Pemberian tarnbahan honorarium buJanan bagi 
pendidik dan/ atau tenaga kependidikan yang diberi 
tugas tambahan sebagai Tim Manajemen BOS Tk. 
Sekolah, Wall Kelas, Tenaga Perpustakaan SD/Ml, 
Pembina OSIS, Pembina Pramuka, Pembina PMR, 
Pembina Paskibra, Instruktur / Pelatih Kegiatan 
Kesiswaan Lainnya dan Operator Sekolah. 

Layanan Subsidi bagi siswa dari keluarga tidak mampu dalam 
pemerataan layanan pendidikan. 

3. Pendidikan 
Khusus 

Pengembangan 

I implementasi 
kunlrulum lokal 

I 

1. 

' 

Penambah biaya operasional sesuai dengan komponen 
penggunaan BOS Pusat dan BOS Provinsi apabila 
belum mencukupi. 

dan 

Komponen Item Pembiayaan 
Pembia an ~~~--+-~~~~~~~~ 

- Jasa Penyusunan perangkat pembelajaran 
kurikulum lokal. 

- Pengadaan alat peraga dan bahan pembelajaran. 
- Honorarium Pendidik mapel wajib dan/atau mapel 

pilihan pada kurikulum lokal, diluar jam mengajar 
pemenuhan beban kerja guru. 

No 

RINCIAif KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS KOTA CIMAHI 

LAMPIRAN I : PERATURAli WALi KOTA CIMABI 
NOMOR ; ~~ "'f~'rtvY' 2D\7 
TANGGAL : ~ ~oveV>i \:,e~ ':i.C\t 
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG 
PENDIDIKAN DASAR SUMBER DANA 
ANGGARAN PE?fDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI. 



BERITA DAERAH KOTA ClMAHI TAHUN 2017 NOMOR ;so ' 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal zo \'Jo\leM'o,u- ')..0\"7 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd .... __ 

WALi KOTA CIMAHI, 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal ;i..o NoveY>'lbe(" 2D\7 

3. Standar biaya be!anja pegawai dan standar harga belanja barang/jasa harus 
mengik:uti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota 
Cimahi. 

2. .Jika dana BOS Pusat tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang 
diperbolehkan (I I komponen], maka dana BOS Kot.a Cimahi dapat 
dipergunakan untuk menutupi komponen penggunaan dana BOS Pusat 
sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 
Bantuan Operasional Sekolah. 

b. Pembcrian tarnbahan honorarium bulanan bagi Pendidik dan/atau Tenaga 
Kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagai Tim Manajemen BOS 
Tingkat Sekolah, Wall Kelas, Tenaga Perpustakaan SD /Ml, Pembina OSIS, 
Pembina Pramuka, Pembina PMR, Pembina Paskibra, Jnstruktur/ Pelatih 
Kcgiatan Kesiswaan Lainnya dan Operator Sekolah. 

a. Pemberian tambahan honorarium bulanan bagi Guru Honorer dan Tenaga 
Adrninistrasi Honorer. 

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS Kota Cimahi adalah sebagai penguat 
BOS Pusat dalam hal Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, terutama untuk: 

Penggunaan dana BOS Kota Cirnahi di sekolah harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 



13. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat 
atau pemerintah daerah secara penuh /wajar; 

14. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan opera.sional sekolah, 
antara lain membiayai iuran dalarn rangka upacara. peringatan hari besar , 
nasional, dan upacara/acara keagamaan; 

12. menanamkan saham; 

8. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk 
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah); 

9. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 

10. membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum 
memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat; 

11. membeli Lernbar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak 
mendukung proses pembelajaran; 

6. rnembayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 

7. membiayai akomodasi kegiatan an tara Iain sewa hotel, sewa ruang sidang, 
dan lainnya; 

5. membayar iuran kegiatan yang cliselenggarakan oleh UPTD 
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusa.t, atau pihak. lainnya, kecuali 
untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga 
kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut; 

4. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan 
biaya besar, antara lain studi banding, tur st.udi (karya wisata), dan 
sejenisnya; 

3. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau 
software sejenis; 

2. dipinjarnkan kepada pihak lain; 

I. disimpan dengan maksud dibungakan; 

BOS yang diterima o1eh sekolah tidak diperbolehkan untu.k: 

LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS KOTA CIMAHI 

LAMPIRAN II : PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
ROMOR : ~ 2. -f .;lvtvn 20\ 1 
TANGGAL: ~ ~e-M~< 2o\1 
TENTANG: PETUBJUK PELAKSANAAII BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG 
PENDIDIKAl'f DASAR SOMBER DANA 
AJIGGARAB PENDAPATAN DAN 
BELAl'lJA DAERAB KOTA CIMAHI. 



.... 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR :;to 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal :i.o ~O\Je.M\,e..< 20'1 

~~~~~~ DAERA.H KOTA CIMAIU, t 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

WALi KOTA CIMAHI, 

dalam rangka mengikuti pelatihan/ 
terkait program BOS/ perpajakan program BOS 

lembaga di luar dinas pendidikan 
dan/ atau Kementerian Pendidikan dan 

membiayai kegiatan 
sosialisasi/ pendampingan 
yang diselenggarakan 
provinsi/kabupaten /kota 
Kebudayaan. 

15. 



2. Togas dan TanggungJawab Tim BOS Kota Cimahi, meliputi: 

a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang 
pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam 
sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan; 

b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang 
dilalrukan oleh sekolah padajenjang pendidikan dasa.r secara online; 

c. memverifikasi kelengkapan data (jum)ah peserta didik dan nomor 
rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan 
tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk 
melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik; 

d. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah 
ditetapkan agar memperoleh alokasi BOS minimal; 

e. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang 
pendidikan dasar, Komite Sekolah clan masyarakat tentang program 
BOS tennasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah; 

1. Struktur Keanggotaan 

Wali Kota membentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri 
atas: 
a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

b. Tim Pelaksana jenjang SD 

1) Ketua Tim Pelaksana; 
2) Penanggungjawab data SD; 

3) Tim Dapodik pada Sekolah Dasar; 

4) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan 
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar. 

c. Tim Pelaksanajenjang SMP 

l) Ketua Tim Pelak:sana; 
2) Penanggung jawab data SMP; 

3) Tim Dapodik pada SMP; 

4) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan clan 
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar. 

A. Tim BOS Kota Cimahi 

TIM PELAKSANA BOS KOTA CIMAHI 

LAMPIRAN m : PERATURA1f WALi KOTA CIMAHI 
ROMOR : 'bt-- \tl,vi0n 'l.o\1 
TANGGAL: ?-0 ~\/f.~\;,e,<" 20\1 
TENT.ANG: PETUNJUK PELAKSAll'AAN BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG 
PEMDIDIKAK DASAR SUMBER DANA 
AJfGGARAli PERDAPATAR DAN 
BELANJA DAERAB KOTA CIMAHI. 



1. Struktur Keanggotaan 
Kepala sekolah membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan 
keanggotaan yang terdiri atas: 

a Penanggung Jawab : Kepala Sekolah 

b. Anggota 
~·' 

1) Bendahara; 

2} 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite 
Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah 
dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari 
terjadinya konflik kepentingan; 

3) Penanggung jawab pendataan. 

2. Togas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah, me1iputi: 

a. mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara 
lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi 
rill di sekolah; 

c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data 
peserta didik yang ada; 

d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap; 
e. memenubi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan; 

B. Tim BOS Sekolah 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Kota 
Cima bi: 

a. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun 
terhadap sekolah; 

b. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang 
dan jasa dalam pemanfaatan BOS; 

c. tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; dan 

d. dilarang bertindak menjadi distributor /pengecer dalam proses 
pembelian/ pengadaan buku/barang. 

f. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan 
dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS; 

g. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang 
disampaikan oleh sekolah; 

h, menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar 
yang belum membuat laporan; 

1. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS 
dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar; 

j. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, 
tennasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim 
monitoring; dan/ atau 

k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. 



' 

BERITA DAERAH KOTA C[MAHI TAHUN 2017 NOMOR ~so 

Diundangkan di Cimahi 
pada tangga] '.AO ~ov0'Yl\)£r 20\7 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

WALi KOTA CIMAHI, 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Sekolah: 

a. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan 
audit sesuai dengan ketent:uan peraturan perundang-perundangan 
terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari 
BOS maupun dari sumber lain; 

b. dilarang bertindak menjadi distributor f'pengecer pembelian buku 
kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. 

f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap; 

g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS 
yang diterima; 

h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 
bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai .NPH BOS; 

1. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 

j. untuk. sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait 
kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serarnbi Seko]ah. 

k. Perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol, 
pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung 
jawab Tim BOS Sekolah. 

• 


